BAB V
PENUTUP

Kesimpulan

Penggunaan Keramik Tableware sebagai alat makan dan minum di kalangan
masyarakat telah berlangsung sejak lama. Hal ini dikarenakan Keramik
Tableware memiliki beberapa kelebihan yang memikat masyarakat, salah
satunya dapat bertahan dengan lama. Namun dibalik kelebihan tersebut,
terdapat kekurangan yaitu adanya penggunaan bahan kimia berjenis timbal dan
kadmium sebagai bahan pelapis atau glasir untuk permukaan Keramik
Tableware agar tampak lebih mengkilap. Timbal dan kadmium memiliki efek
samping Yyaitu dapat menimbulkan gejala keracunan apabila penggunaannya
tidak sesuai dengan batas migrasi timbal dan kadmium yang terlarut pada
produk Keramik Tableware. Berdasarkan hal tersebut, melalui Undang-
Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian
atau UUSPK, pemerintah menetapkan Standar Nasional Indonesia (SNI),
sebagai bentuk standardisasi atau dasar bagi para pelaku usaha, agar
memproduksi produknya sesuai dengan standar yang berlaku. Adapun SNI
yang berlaku bagi produk Keramik Tableware dituangkan dalam SNI
7275:2018 tentang Keramik berglasir — Tableware — Alat makan dan minum,
yang didalamnya mengatur syarat mutu mengenai batas migrasi kadar timbal
dan kadmium pada produk Keramik Tableware. SNI 7275:2018 pun telah
merevisi SNI 7275:2008 tentang Keramik berglasir — Tableware — Alat makan
dan minum, dan berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 48 Tahun
2018 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Keramik Tableware
Secara Wajib atau Permenperin 48/2018, SNI 7275:2018 berlaku wajib
terhadap produk Keramik Tableware hasil produksi dalam negeri dan/atau asal
impor yang beredar di Indonesia serta wajib mendapat sertifikasi dan
membubuhkan Logo SNI pada produknya. Pembubuhan Logo SNI menjadi
bukti bahwa produk Keramik Tableware yang di produksi telah sesuai dengan
SNI 7275:2018, yaitu telah sesuai dengan syarat mutu batas migrasi kadar
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timbal dan kadmium pada produk Keramik Tableware serta telah dibubuhkan
Logo SNI.

Namun masih banyak produsen yang belum mengajukan permohonan
sertifikasi, sehingga produk Keramik Tableware yang diperjualbelikan tidak
sesuai dengan SNI 7275:2018 dan menimbulkan kekhawatiran bagi konsumen
akan terkena efek samping yaitu keracunan serta mengalami kerugian akibat
gejala keracunan tersebut. UUPK secara tegas mengatur mengenai kewajiban
pelaku usaha untuk memproduksi dan memperdagangkan produknya sesuai
dengan standar mutu yang berlaku, serta tegas melarang pelaku usaha untuk
memproduksi dan/atau memperdagangkan barang yang tidak sesuai dengan
standar yang berlaku, sebagaimana tercantum pada Pasal 7 huruf d jo. Pasal 8
ayat (1) huruf a UUPK dan juga diatur pada Pasal 25 ayat (2) huruf a UUSPK.
Berdasarkan fenomena diperdagangkannya produk Keramik Tableware yang
tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dan memberikan kerugian terhadap
konsumen, maka pelaku usaha yang melanggar kewajibannya dapat

dimintakan pertanggungjawaban atas kerugian yang dialami oleh konsumen.

Hukum Perlindungan Konsumen mengatur mengenai  jenis
pertanggungjawaban yang dapat dimintakan oleh konsumen terhadap pelaku
usaha atas produk Keramik Tableware yang tidak sesuai dengan SNI
7275:2018. Pertanggungjawaban tersebut terdiri atas tanggung jawab
kontraktual dan tanggung jawab produk. Apabila produk Keramik Tableware
yang dimiliki oleh konsumen adalah hasil dari adanya hubungan langsung
berupa transaksi jual beli antara konsumen dengan peritel sebagai pelaku usaha
yang ikut berperan dalam mata rantai distribusi produk Keramik Tableware
serta berhubungan langsung dengan konsumen, maka tanggung jawab yang
dapat dimintakan kepada peritel sebagai pihak yang melakukan wanprestasi
didasarkan pada tanggung jawab kontraktual dan berupa ganti rugi dengan
merujuk pada Pasal 19 ayat (2) UUPK yaitu berupa pengembalian uang atau
penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan

kesehatan, dan/atau pemberian santunan.
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Apabila kerugian yang dialami oleh konsumen adalah akibat perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh produsen dengan memperjualbelikan
produk Keramik Tableware yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018 dan
digunakan oleh konsumen tanpa adanya hubungan langsung dengan produsen
seperti dalam keadaan di tempat makan umum, maka tanggung jawab yang
dapat dimintakan oleh konsumen berupa tanggung jawab produk yang
didasarkan pada prinsip tanggung jawab langsung atau strict liability. Prinsip
strict liability mendasarkan adanya peralihan beban pembuktian dikarenakan
undang-undang telah mempersangkakan produsen langsung dianggap bersalah
pada saat peristiwa tersebut terjadi. Hal ini sebagai bentuk derivasi dari prinsip
tanggung jawab produk berdasarkan perbuatan melawan hukum atau tortius
liability yang cukup memberatkan bagi konsumen dikarenakan sebagai pihak
yang menggugat, konsumen perlu membuktikan adanya empat unsur perbuatan
melawan hukum sesuai yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata,
terutama pada unsur “Pelaku usaha melakukan kesalahan”. Oleh karenanya
berdasarkan prinsip tersebut serta mengacu pada Pasal 28 UUPK, terdapat
peralihan beban pembuktian pada unsur “Pelaku usaha melakukan kesalahan”
yang awalnya perlu dibuktikan oleh konsumen sebagai pihak yang mengajukan
gugatan, beralih menjadi beban pembuktian dari produsen untuk membuktikan
bahwa dirinya tidak memiliki kesalahan. Adapun ganti rugi yang dimintakan
oleh konsumen dapat merujuk pada Pasal 19 ayat (2) UUPK, yaitu berupa
pengembalian uang atau penggantian barang yang sejenis atau setara nilainya,

atau perawatan kesehatan, dan/atau pemberian santunan.

Bidang hukum perlindungan konsumen mengatur mengenai upaya hukum
pasca beli, yaitu upaya hukum yang dapat ditempuh apabila setelah terjadi
transaksi terdapat sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, dikarenakan
konsumen mengalami kerugian atas hubungan hukum yang terjadi dengan
pelaku usaha. Upaya hukum pasca beli yang akan ditempuh perlu disesuaikan
dengan jenis perikatan yang terbentuk di antara pihak-pihak yang terlibat.

Apabila kerugian pada konsumen diakibatkan oleh adanya wanprestasi berupa
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tidak menyerahkan produk Keramik Tableware yang sesuai dengan SNI
7275:2018 yang dilakukan oleh peritel sebagai pelaku usaha yang terlibat
dalam perjanjian jual beli produk Keramik Tableware dengan konsumen, maka
konsumen dapat mengajukan pertanggungjawaban berupa gugatan ganti rugi
akibat wanprestasi yang didasarkan pada tanggung jawab kontraktual. Selain
ganti rugi akibat adanya wanprestasi, konsumen dapat pula mengajukan
gugatan ganti rugi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan
oleh produsen, yaitu memperdagangkan produk yang tidak sesuai dengan SNI
7275:2018, kemudian digunakan oleh konsumen di tempat makan umum dan
menimbulkan kerugian bagi konsumen tersebut, dengan didasarkan pada
pertanggungjawaban produk berupa pertanggungjawaban langsung atau strict
liability. Tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan produsen yang terlibat
menolak atau tidak memenuhi ganti rugi yang dituntut oleh konsumen. Apabila
hal tersebut terjadi, UUPK mencantumkan dalam Pasal 23 jo. Pasal 45 UUPK
bahwa dapat ditempuh terlebih dahulu upaya perdamaian tanpa melalui jalur
litigasi atau non litigasi, yang apabila kemudian tidak membuahkan hasil, maka
berdasarkan kesepakatan para pihak yang bersengketa, upaya hukum dapat
ditempuh melalui jalur di luar pengadilan (non litigasi) yang ditangani oleh
BPSK, sebagai lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara
konsumen dan pelaku usaha, dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi,
serta dapat menempuh jalur peradilan (litigasi) melalui Pengadilan Negeri di

tempat kedudukan konsumen.

Saran

Guna mencegah semakin banyaknya peredaran produk Keramik Tableware
yang tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, perlu adanya keikutsertaan dari
pemerintah untuk mengkaji kembali mengenai tarif biaya jasa sertifikasi agar
dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak terlalu memberatkan produsen,
kemudian dapat meningkatkan rasa tanggung jawab produsen untuk
mengajukan permohonan sertifikasi, dan dapat mengedarkan produk Keramik
Tableware yang sesuai dengan SNI 7275:2018. Selain itu, diperlukan peran
aktif dari pemerintah untuk mengontrol keberlakuan SNI 7275:2018 di
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kalangan pelaku usaha yang bergerak di bidang produk Keramik Tableware
agar dipatuhi serta menjadi pedoman bagi pelaku usaha untuk memproduksi
dan/atau memperdagangkan produk Keramik Tableware yang sudah sesuai
dengan SNI 7275:2018. Konsumen sebagai pihak yang menggunakan produk
Keramik Tableware tersebut pun disarankan untuk selalu menerapkan prinsip
kehati-hatian sebelum membeli ataupun menggunakan produk Keramik
Tableware. Prinsip kehati-hatian tersebut dapat diterapkan dengan mengecek
terlebih dahulu apakah produk Keramik Tableware yang hendak dibeli telah
sesuai dengan SNI 7275:2018 seperti mengecek terlebih dahulu apakah
terdapat Logo SNI pada produk sebagai bukti bahwa produk tersebut sesuali
dengan SNI 7275:2018. Prinsip kehati-hatian ini pun perlu didukung oleh
produsen untuk menghasilkan produk Keramik Tableware yang sesuai dengan
SNI 7275:2018 dan mengupayakan terlebih dahulu kesesuaian tersebut
sebelum mengedarkannya. Selain itu, bagi peritel sebagai pelaku usaha yang
terlibat dalam mata rantai distribusi produk Keramik Tableware dan
berhubungan langsung dengan konsumen, perlu memerhatikan terlebih dahulu
apakah produk Keramik Tableware yang akan diperjualbelikan telah sesuali
dengan SNI 7275:2018. Apabila ternyata produk Keramik Tableware tersebut
tidak sesuai dengan SNI 7275:2018, disarankan untuk tidak diperjualbelikan
kepada masyarakat agar menghindari adanya kerugian bagi pihak-pihak yang
terlibat.
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